BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian maka dapat
disimpulkan bahwa:
a. Dalam tahap pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan
Kebudayaan Riset dan Teknologi No 2 Tahun 2022 Sebagai Berikut:

1. Perencanaan pengelolaan dana BOS pada SMPN 8 Takari Satu
Atap sudah sesuai indikator keberhasilan dalam aspek perencanaan
yaitu waktu penyusunan RKAS yang tepat waktu yaitu diawal
tahun anggaran, penggunaan skala prioritas kebutuhan sekolah dan
keterlibatan guru dan komite sekolah serta perwakilan orang tua
siswa dalam rapat penyusunan anggaran BOS (RKAS).

2. Pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan BOS pada SMPN 8
Takari satu Atap sudah berhasil berdasarkan indikator petunjuk
teknis penggunaan dana BOS tahun 2022, namun seringkali terjadi
keterlambatan penyaluran dana BOS yang membuat penggunaan
dana BOS sedikit terhambat namun segera terlaksana saat dana
BOS disalurkan.

3. Pelaporan dan pertanggungjawaban pada SMPN 8 Takari Satu
Atap sudah memenuhi Kkriteria yaitu sekolah membuat laporan
setiap tahap dan membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS
setiap akhir periode dan diserahkan kepada tim BOS Kabupaten

untuk diperiksa.
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b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengelolaan dana BOS pada

SMPN 8 Takari Satu Atap

6.2 Saran

1. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana BOS pada SMPN

8 Takari Satu Atap ialah keterlambatan untuk laporan
pertanggung jawaban tahapan dan kurangnya sosialisasi dari
dinas pendidikan tentang dana BOS ke sekolah yang

menyebabkan kesalahan dalam penyusunan RKAS.

. Upaya yang dilakukan sekolah untuk tetap menjaga keefektifan

pengelolaan dana BOS pada SMPN 8 Takari Satu Atap ialah
dengan memaksimalkan dana untuk kebutuhan sekolah yang
paling penting yaitu proses belajar mengajar disekolah, dan
kerja sama yang baik antar pengelola sekolah juga pengelolaan

terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan yang peneliti

lakukan, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Sekolah diharapkan melakukan publikasi penggunaan dana BOS

dengan pemasangan papan pengumuman yang ditandatangani kepala
sekolah.

Dalam Pelaporan penggunaan dana BOS, Kepala Sekolah,
bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan guru-guru
sebaiknya berkoordinasi dengan baik, supaya pembuatan laporan
pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS dapat berjalan

dengan lancar dan tepat waktu.
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